PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat

ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah
menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Surabaya;

bahwa untuk menyempurnakan ketentuan tata
tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama
dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 188.31/8808/SJ, tanggal 22 Oktober 2018,
Hal : Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten,
dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Surabaya perlu ditinjau kembali;



Mengingat
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta
memperhatikan hasil rapat paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 28
Januari 2019, perlu menetapkan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Surabaya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



Memperhatikan:

Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6197);

S. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor
63).

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/8808/SJ,
tanggal 22 Oktober 2018, Hal : Penjelasan Pasal 86
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,

Kabupaten, dan Kota.

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor
171/21648/011.2/2018 tanggal S5 Desember 2018
Perihal : Hasil Konsultasi Penyesuaian Perubahan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota

Surabaya.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2018 Nomor 63) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak '
(satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD
berdasarkan perimbangan jumlah anggota DPRD
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-

tiap fraksi.

(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah
ditetapkan dalam rapat paripurna setelah
terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi,

dan Badan Anggaran.

(3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai
Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap

anggota Badan Musyawarah.

(4) Pimpinan Badan Musyawarah merupakan satu

kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai
Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan

sebagai anggota Badan Musyawarah.

(6) Penetapan jumlah anggota Badan Musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan DPRD.

(7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan
Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain
hanya dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam Badan Musyawarah
paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

berdasarkan usul Fraksi.



Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 53

(1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-
masing Fraksi dengan mempertimbangkan
keanggotaannya dalam Komisi paling banyak '

(satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

(2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai
Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap

anggota Badan Anggaran.

(3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua
Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat

paripurna.

(4) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu

kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai
Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai

anggota.

(6) Penetapan jumlah anggota Badan Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan DPRD.

(7) Perpindahan  Anggota DPRD dalam Badan
Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat
dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam
Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun

berdasarkan usul Fraksi.

Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 87

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti
orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota
DPRD pada permulaan masa jabatannya
mengikuti pendalaman tugas pada masa

jabatannya.
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(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD
dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD

Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

(3) Sekretariat DPRD dapat menyelenggarakan
orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi anggota DPRD pada masa awal permulaan

tugas.

(4) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan
pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan

pada penyelenggara.

(5) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan
orientasi dan pendalaman tugas kepada

Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.
Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Surabaya.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Januari 2019




